PENJELASAN
ATAS
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TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang
bertanggung jawab atas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan Pemilihan
Kepala Desa di Daerah Kabupaten Boyolali saat ini diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di
desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas,
kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu adanya
Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah,
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pemilihan Kepala Desa.
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Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi satu instrumen untuk
mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus
kehilangan jati diri. Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kapala Desa
mengatur hal-hal terkait dengan Kepala Desa yang meliputi:

Kedudukan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
Masa Jabatan Kepala Desa;

Laporan Kepala Desa; dan

Pemberhentian Kepala Desa.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan
secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa
kepada Kepala Desa” adalah terkait akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan

“tokoh masyarakat” adalah tokoh

keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat

lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan adalah dihitung mundur dari tanggal
pengesahan daftar pemilih sementara artinya yang
bersangkutan sudah bertempat tinggal di Desa setempat
sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya atau sejak dicatat sebagai penduduk desa
berdasar surat pindah penduduk.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di desa setempat
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran adalah
dihitung mundur dari waktu pendaftaran. Dalam hal yang
bersangkutan bekerja atau merantau di tempat lain maka
yang dijadikan ukuran adalah keluarganya.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas.



Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud 3 (tiga) kali masa jabatan dihitung dengan
ketentuan untuk Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu)
kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali
paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala
Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi
kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali
masa jabatan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi”

adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon,

antara lain, terdiri atas:

a. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara
Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;

b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeterai cukup;



Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel
atau bermeterai cukup;

Fotokopi [jazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

Fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeterai cukup;

Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun
tetangga /rukun warga dan kepala Desa setempat;

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeterai cukup;

Surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka
atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermeterai cukup;

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum
daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah
menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeterai cukup;

Surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang
bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama
3 (tiga) kali masa jabatan;

Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa
setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
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p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik
Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud media massa adalah sarana dan saluran resmi
sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan
kepada masyarakat luas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud pelaksana Kampanye adalah calon Kepala Desa
dan/atau pendukungnya.



Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Dikecualikan dari fasilitas pemerintah adalah Gedung Balai

Desa sepanjang disepakati antara Panitia Pemilihan dan

Calon Kepala Desa.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.



Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa”

musyawarah yang diselenggarakan

Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan
Desa antarwaktu (bukan musyawarah
Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon,

pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.



-10 -

Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan
Desa” adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa
Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan”
adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis
masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa
jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)
Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali
masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali
hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.



Pasal 58
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Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah
apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa
jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan
harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih
dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat
penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah
apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan,
baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
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Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
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